
BUPATI KENDAL
PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 2f  TAHUN ) t \  t  j

TtrNTANG

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDtrSAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KENDAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I  12 Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor l1 Tahun 2OI1 tentang Pajak

Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata

Cara Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal;

Mengingat 1 . Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan

Und.ang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia

Nomor 27 57);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kete ntuan

Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 1983 Nomor 49 ,  Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Penggant i  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20OB

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Nomor a999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihar-r

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembarau

Negara Republ ik Indonesia Nomor 309 1) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun

LggT tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2 .

3 .
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(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2000 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor

3e87) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 5,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indones ia  Nomor  3851) ;

5.  Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2OO2 tentang Pengadi lan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia

Nomor aft9);

6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia

Nomor  a2B6) ;

7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Nomor a355);

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor

aaoo);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kal i  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor f  2

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor

aBaa);
10.  Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik Indonesia Nomor aa3Q;

1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republi l<

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Nomor 50a9);

12.  Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2OI1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai  Ber lakunya Undang-Undang Nomor 12,,  13,

14 dan 15 dar i  Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

di Jawa Timur/Tengah f BaraL dan Daerah Istime'uva

Yograkarta;
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14 '  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun rg7 6 tentangperluasan Kotamadya Daerah Tingkat II semarang(Lembaran Negara Repubi ik Indonesia Tahun rg76 Nomor
3};[r?mbahan 

Lembti.t, N.g.ru n-p"urik rndonesia Nomor

15' Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun200s Nomor r37, Tambahan Lemtaran Negara RepubrikIndonesia Nom or 4575);
16' Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tah un 2o0s tentang SistemInformasi Keuangan Daerah 1r."-n..rr. Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a576);
17 ' Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tah un 2005 tentang HibahDaerah (Lembatstt Negara Republik Indonesia Tahun 2oo'Nomor 139, Tambanati t  

"-L.r.n Negara Republik IndonesiaNomor aS77);
1B' Peraturan Pemerintah Nomor sB Tahun 2o's tentangpengeroiaan Keuangan Daerah (Lemba;;" Negara RepublikIndonesia Tahun zoos Nomor r4o, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a57B);
19 ' Peraturan Pemerintah Nomor B Tahu n 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (LembaranNegara Republik t t  iorr. .r .  Tahun 2006 womo, 2s,

I|Tiihan 
Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor

20 ' Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentangPembagian urusan pemerintahan 
- 

.rr,..u pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan DaerahKabupaten lKota (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a73T);
2I. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2OOT tentangPengesahan, Pengundangan, dan n.rry.n.rl.ru."r, FeraturanPerundang_undangan;

22' Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri DalamNeger i  Nomor 2r3/pMK. 07 r20ro dan Nomor 58 Tah un 2010tentang Tahapan persiapan pengaiihan pajak Bumi danBangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak Daerah;23 ' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang pedoman 
.. 

pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir cienganPeraturan Menteri Daram Negeri Nomor 21 Tahun 20 r 1tentang perubahan 
. Ketiga atas peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tah unb,oo6 tentang pedoman pengel0laanKeuangan Daerah;

24 ' Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor s3 Tahun 20 r rtentang pembentukan produk uukum Daerah;
25 ' Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 1 Tahun 2oo.tentang pokok-p"I* ^ 

e-r,g"ioraan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten'-Kendal Tah un 2oo7 Nomor 1 1seri E No' 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KendalNomor 9) sebagaimana telah diubah dengan peraturan



Menetapkan

.'

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
1 1 Tahun 2OO7 tentang Pokok-pokok Pengeloiaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008
Nomor 3 Seri tr No.2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 3 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2OO7
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pil ihan yang menj adi Ker"'enangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2OO7 Nomor 14 Seri  t r  No.B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor I2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 20I1
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2OI1 Nomor  1  I  Ser i  B  No.  1 ,  Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nom or 7 5);

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PtrNGA.IUAN
KtrBtrRATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGTJNAN
PtrRDESAAN DAN PtrRKOTAAN DI KABUPATEN KtrNDAL"

BAB I
KtrTtrNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4.  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
Kabupaten Kendal.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah Yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secer rrl
iansung dari digunakan untuk i<eperJ.uan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB P-2 adalah pajak a,tas bumi
dan latau bangunan yang dimil iki, dikuasai dan f atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi aatau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dar-r
perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
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B. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan f atau perairan

pedalaman dan f atau laut.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara

nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan f atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan latau memiliki, menguasai, dan f atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

1 O. Surat Pemberitahuan Paj ak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPm adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

1 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD

PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukat-i
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredi t

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi  administrat i f  dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2 adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya

disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang

atau seharusnya tidak terutang"

i 5. Surat Ketetapan Paj ak Daerah Nihil Paj ak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnva

disingkat SKPDN PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak yang

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajak"

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapat-t

Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih BaYar Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadup

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan oleh Wajib Pajak.
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L7 . Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu)
tahun kalender, kecuali bi la wajib pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

18. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN KtrBERATAN PBB-P2

Pasal 2

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas :

a. SPPT;

b.  SKPD PBB-P2;

c .  SKPDLB PBB-P2;

d. SKPDN PBB-P2; dan f ataw

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal wajib
pajak berpendapat bahwa luas objek PBB-P2 atau nilai jual

objek PBB-P2 tidak sebagaimana mestinya.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara :

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; atau

b. perorangan untuk SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDI\
PBB-P2.

(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , diaj uka n
secara tertul is dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas dan dilampiri persyaratan sebagai
berikut :

a.  asl i  SPF"f ,  SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-
P2, yang diajukan keberatan;

b. perhi tungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Waj ib
Pajak disertai  dengan alasan yang mendukung pengajuan
keberatannya.

(5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (t iga) bulan sejak
tanggal di ter imanya SPPI,  SKPD PBB-P2, SKPDLB PBB-P2,
SKPDN PBB-P2, kecual i  j ika rvaj ib pa. lak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu t idak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(6) Keberatan dapat diajukan dalam hai wajib pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Walib
paiak.
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(7) Surat keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh

wajib Pajak.

(S) Dalam
bukan

hal surat permohonan keberatan ditandatangani oieh

wajib pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(g) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengirimal'I

surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti

penerimaan surat keberatan'

(10) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) , a y a t ( 3 ) ' a y a t ( 4 ) ' d a n a y a t ( 5 ) t i d a k
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak

dipertimbangkan.

Pasal 3

(1) Pengajuan keberatan untuk SPPT secara kolektif sebagaimana

d i m a k s u d d a l a m P a s a l 2 a y a t ( 3 ) h u r u f a d i l a k u k a n u n t u k
set iap SPP| pai ing banyak Rp, 2oo.0O0,OO (dua ratus r ibu

ruPiah).

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diaj ukan

dalam jangka -tkt,-t 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya

sppr,  t . . , lu, t i  apabi la waj ib p" jak melalui  Lurah/Kepala Desa

setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu t idak

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya'

(3) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar

untuk memproses surat keberatan adalah :

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan

secara iangsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada

DPPKAD; atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal

disampaikan meialui pos dengan bukti pengiriman surat"

Pasai 4

(1) Bupat i  dalam jangka waktu pal ing lama 12 (dua belas)

bulan sej ak tanlgal Surat Keberatan diterima' harus

memberi keputusan atas keberatan yang diajukan'

t2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya

PBB-P2 Yang terutang'

(3) Dalam hal jangka rvakt'u sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1 ) t e l a h l e w a t d a n B u p a t i t i d a k m e m b e r i s u a t u k e p u t u s a n '
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan'

Pasal 5

(1) Pengajuan keberatan atas sPPl sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dalam hal :

a. wajib Pajak berpendapat luas objek PBB -P2 mengenai bumi

dan lataw bangunan atau nilai jual objek pajak bumi

dan lataubangunan tidak sebagaimana mestinya; dan I ata]u
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b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-

undangan PBB -P2.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat

diajukan secara perorangan atau kolektif.

(1) Pengajuan Keberatan
dimaksud dalam Pasal
persyaratan:

Pasal 6

secara perorangan sebagaimana
2 ayat (3) huruf a harus memenuhi

a. satu surat Keberatan untuk I (satu) SPPT;

b. diajukan secara tertul is dalam bahasa Indonesia;

c.  dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang

mendukung pengajuan Keberatannya;

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (t iga) bulan sejak tanggal

diterimanya SPP| kecuali Wajib Pajak atau kuasanya
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu t idak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, dan

e. surat keberatan ditandatangani oieh Wajib Pajak, dan

dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak harus di lampir i  dengan surat kuasa

bermaterai cukup.

(2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan ;

a. satu pengajuan untuk beberapa SPFrI Tahun Pajak yang

sama;

b. diajukan secara tertul is dalam bahasa Indonesia;

c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT;

d. diajukan melalui Kepala Desaf Lurah setempat;

e.  mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut

penghitungan Wajib pajak disertai dengan alasan -vang
mendukung pengajuan keberatannya; dan

f. diajukan dalam jangka waktu 3 (t iga) bulan sejak tanggal

diterimanya SPm kecuali apabila Wajib Pajak melalui

Kepala Desa/ Lurah setempat dapat menunjukkan bah'ul 'a
jangka waktu itu t idak dapat dipenuhi karena keadaan di

luar kekuasaannya.

(3) Untuk memperkuat aiasan pengajuarr Keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dan ayat (2) hurul- e,

pengajuan Keberatan disertai dengan :

a.  fotokopi ident i tas Waj ib Pajak, dan fotokopi ident i tas kuasa

Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah/ surat keterangan dart

Kepala Desa/ Lurah.
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b .

Pasal 7

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan

sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala DPPKAD

dalam jangka waktu paling lama 15 (l ima belas) hari kerja sejak

tanggai p".t"rimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
pasai 6 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai

alasan yang mendasari kePada:

Wajib Pajak atau kuasanya dalam ha1 pengajuan Keberatan

secara perorangan; atau

Kepala Desa/ Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan

secara kolektif.

Pasal B

pengajuan Keberatan tidak menLlnda kewajiban membayar PBB-P2

yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak'

Pasal 9

Kepala DppKAD berwenang memberikan keputusan ke beratan

daiam hal pengajuan Keberatan PBB-P2 yang terutang sampai

dengan Rp.  50.OOO.0OO,O0 ( l ima pu luh ju ta  rup iah) .

Pasal 1 0

( 1) Keputusan atas keberatan ditetapkan berdasarkan hasil

penelit ian kantor dan f atau penelit ian lapangan.

(2) Penelit ian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diiakukan

berd.asarkan surat perintah dan hasilnya dituangkan dalam

laporan hasil penelit ian.

(3) Dalam hal dilakukan penelit ian lapangan, DPPKAD terlebih

dahulu memberitahukan secara tertulis w-aktu pelaksanaan

penelit ian lapangan kepada Wajib Pajak'

(4)  Kepala  DppKAD mengusulkan keputusan a tas  keberatan

kepada Bupati dalam hal pengajuan keberatan di atas Rp

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  ( l i m a  p u l u h  j u t a  r u p i a h )  d a l a m  j a n g k a

waktu paling iama 1 5 (l ima belas) hari kerj a sej ak tanggal

Laporan Hasii Penelit ian.

Pasal I I

(1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data

dalam Spprf PBB-P2, Kepala DPPI(AD menerbitkan SPPT PBB-

p2 berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat

jatuh tempo Pembayaran.

(2) SPFrI PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang tidak

disetujui/ditolak, t idak diajukan Keberatan.
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BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANDING PBB-P2

Pasal 1 2

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai

keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan

alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (t iga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kervajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 1 3

(1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding

dikabulkan sebagian atau seluruhny&, kelebihan pembayarart
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 '% (dua
persen) sebulan untuk pal ing lam a 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihi tung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditoiak atau dikabulkan
sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa

denda sebesar 50 o/o ( l ima puluh persen) dar i  jumlah pajak

berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal waj ib pajak mengajukan permohonan banding,

sanksi  administrasi  berupa denda sebesar 50 oh ( l ima puluh

persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) t idak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, wajib pajak dikenai saksi administratif berupa denda

sebesar IOO % (seratus persen) dar i  jumlah pajak berdasarkan
Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak )'ang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasa l  14

Dalam hal DPPKAD sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berubah

nomenklatur dan berakibat tugas dan fungsiniza berubah' maka

tugas yang menjadi kewenangannya dilaksanakan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di

bidang pendapatan.

Pasal 1 5

(1) Ketentuan lebih lanjut  mengenai Standar Operasional Prosedur

Keberatan dan Banding diatur oleh Kepala DPPKAD.



l t

(2) Hal-hal  yang belum diatur dalam Peraturan Bupat i  in i ,

sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur 1cbi l ' r

lanjut  oleh Kepala DPPKAD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  16

Peraturan Bupat i  in i  mulai  ber laku pada tanggal 1 .Januari  2011.

Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengl l l ldangan
peraturan Bupat i  in i  dengan penempatannya dalam Bcri ta Daerah

Kabupaten Kendal"

Ditetapkan di  Kendal

Pada tanggal i 
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Diundangkan di Kendal
pada tanggai )j lt-:r ; $r:: ' t

SEKRtrTARIS DAtrRAH
KABUPATEN KtrNDAL
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BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATtrN KtrNDAL TAHUN
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BUPATI KPNDAL,
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WIDYA KANDI SUSANTI


